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Abstrak

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika telah menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana serta sanksi
pidana dengan batas minimum dan maksimum. Namun penegakkan hukum dalam kasus narkotika
terkadang menimbulkan diskirsus, salah satunya dalam putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024 /PN Lsm
yang menjatuhkan putusan dibawah batas minimum khusus yang telah ditentukan undang-undang.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian putusan pemidanaan dibawah batas
minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika studi putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024 /PN
Lsm. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang
(statute approach) dan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1)
penerapan hukum terkait sanksi pemidanaan dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak
pidana narkotika adalah hakim memiliki kebebasan namun kebebasan yang dimiliki tidak lah
bersifat mutlak. Hukum ataupun peraturan perundang-undangan merupakan dasar hakim dalam
memutus perkara. Dalam putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024 /PN Lsm, hakim memutus berdasarkan
surat dakwaan tetapi terhadap ketentuan pemidanaannya dapat menyimpangi ketentuan minimum
khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung Tahun 2015 sebagai
pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. 2) Dasar pertimbangan hakim dalam pemberian
putusan pemidanaan dibawah batas minimum khusus mencakup pada pertimbangan yuridis dan
non yuridis, dalam putusan Nomor 59/Pid.Sus/2014/PN Lsm hakim lebih cenderung pada
pertimbangan non yuridis dengan menerapkan asas individualitas pemidanaan.

Kata Kunci : Pemidanaan, Batas Minimum Khusus, Narkotika

Abstract
In an effort to eradicate narcotics crimes, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has established
provisions regarding the types of criminal offences and criminal sanctions with minimum and maximum
limits. However, law enforcement in narcotics cases sometimes causes distress, one of which is in
Decision Number 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm which imposes a verdict below the special minimum limit
set by law. This study aims to analyse the provision of sentencing decisions below the special minimum
limit in narcotics crime cases in the study of Decision Number 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm. The method
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used is normative juridical research with a statute approach and case approach. Based on the research
results, it is known that: 1) the application of the law related to punishment sanctions below the special
minimum limit in narcotics crime cases is that judges have freedom but their freedom is not absolute.
Law or legislation is the basis for judges in deciding cases. In Decision Number 59/Pid.Sus/2024/PN
Lsm, the judge decided based on the indictment, but the punishment provisions can deviate from the
special minimum provisions by making sufficient considerations in accordance with SEMA Number 3 of
2015 concerning the Implementation of the formulation of the results of the plenary meeting of the
Supreme Court Chamber in 2015 as guidelines for the implementation of tasks for the courts. 2) The
basis of the judge's consideration in giving a verdict of punishment below the special minimum limit
includes juridical and non-juridical considerations, in Decision Number 59/Pid.Sus/2014/PN Lsm the
judge is more likely to use non-juridical considerations by applying the principle of individuality of
punishment.

Keyword : Sentencing, Special Minimum Limits, Narkotics

1. PENDAHULUAN

Perkembangan narkotika semakin hari semakin meningkat, narkotika sudah
masuk kedalam berbagai lapisan masyarakat, yakni bukan hanya masyarakat
perkotaan tetapi juga masyarakat perkampungan yang notabenenya jauh dari
wilayah perkotaan. Ini menunjukkan bahwa dampak negatif yang diakibatkan dari
kejahatan ini sangat merugakan, hal ini harus diantisipasi segera untuk melakukan
upaya pencegahan secara serisu dan masif.!

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan jenis-jenis tindak
pidana dan sanksi pidana yang harus dijatuhkan dalam hal ini batas minimum dan
maksimum khusus pemidanaan bagi pelaku.? Pasal 111 ayat (1) Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,
memiliki, menyimpan, menguasai, ata menyediakan narkotika golongan I
dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp.800.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.8000.000.000 (delapan miliyar rupiah).

1 Gilga Azzahra Lukman, dkk, Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya
Dikalangan Remaja, Jurnal Penelitian dan Pengambdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2, No. 3,
2021, hlm.407.

2 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.
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Tujuan dari penetapan batas minimum dan maksimum khusus tersebut
adalah untuk memberikan efek jera dan menunjukkan sikap tegas negara dalam
memerangi kejahatan narkotika yang semakin mengancam keamanan dan
kesehatan masyarakat, disamping itu tujuan penetapan batas minimum dan
maksimum khusus tersebut adalah sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi
agar tidak terjadinya disparitas pidana (disparity of sentencing) dan sebagai upaya
untuk memperkuat prevensi general serta menunjukkan beratnya tindak pidana
yang dilakukan. Hal ini untuk membatasi hakim yang terlalu leluasa untuk
menjatuhkan pidana anatara minimal umum dan maksimum umum.3

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Harie Rizki
Lubis, dengan judul “Penjatuhan Pidana Dibawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor
229/Pid.Sus/2019/Pn.Mam, Putusan 220/Pid.Sus/2017/Pn.Pwt dan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1894 /Pid.Sus/2019)".4 Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa penerapan sanksi minimum dalam tindak pidana narkotika dapat
dikesampingkan oleh hakim dengan mempertimbangkan beberapa faktor,
termasuk keadaan yang meringankan dan asas keadilan, sehingga hakim dapat
menjatuhkan putusan di bawah batas minimum khusus. Perbedaan utama dengan
penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada fokus pembahasan, di mana
penelitian ini secara khusus menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam satu
putusan tertentu dan penerapan pemidanaan di bawah batas minimum khusus.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erisa Pitaloka,
dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal

Khusus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor:

3 M. Sholehuddin, Sanksi Minimum Khusus Dalam Teori Dan Praktek Perundang-Undangan,
Jurnal Judiciary, Vol. 5, Edisi 1 Januari 2019, hlm.18.

4 M. Harie Rizki Lubis, Penjatuhan Pidana Dibawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor
229/Pid.Sus/2019/Pn.Mam, Putusan 220/Pid.Sus/2017/Pn.Pwt Dan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1894 /Pid.Sus/2019), Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2022, hlm. 3.
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121/Pid.Sus/2018/PN. Mgg)”.> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim
menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus berdasarkan pertimbangan
yuridis dan non-yuridis seperti keadaan terdakwa, sifat perbuatan, dan asas
proporsionalitas. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang
yang penulis lakukan adalah terletak pada fokus analisis putusan dan ruang lingkup
permasalahan, di mana penelitian ini menganalisis secara spesifik satu putusan
terbaru dan menitikberatkan pada aspek penerapan hukum oleh hakim.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Esti Nur
Febriani, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi di Bawah
Minimal Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor
79/Pid.Sus/2023 /PN Plj)”.¢ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan
sanksi di bawah batas minimal terhadap pelaku tindak pidana narkotika dapat
bertentangan dengan asas legalitas apabila didasarkan pada penafsiran hukum yang
melahirkan penemuan hukum oleh hakim, sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum. Perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada
fokus analisisnya. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada penerapan hukum dan
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus
dalam perkara tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 59/Pid.Sus/2024 /PN
Lsm.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
menjelaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-
dasar serta asa-asas yang menjadi landasanya, melalui perkara-perkara yang

dihadapkan padanya sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan.” Oleh

5 Erisa Pitaloka, Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhan Pidana Dibawah Minimal Khusus
Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor: 121/Pid. Sus/2018/Pn. Mgg), Skripsi,
Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, hlm. 4.

6 Esti Nur Febriani, Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Di Bawah Minimal Dalam
Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 79/Pid. Sus/2023/Pn Plj), Skripsi, Universitas
Hasanuddin, 2024.

7 Dahlan Sinaga, Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara
Hukum Pancasila Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Nusamedia, Cetakan Pertama, Jakarta,
2015, hlm.229.
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karena itu putusan hakim haruslah mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu
keadilan (gerechtigheid/eguality), kepastian hukum (rechtssicherheit/certainty),
dan kemanfaatan menurut tujuan (zweckmassigkeit). ¢

Di Indonesia, permasalahan yang cukup menarik adalah terkait putusan
hakim yang menjatuhkan hukuman pidana di bawah ketentuan minimum khusus
yang terdapat dalam undang-undang. Putusan ini seringkali menimbulkan
kontroversi antara pertimbangan rasio hakim untuk kepentingan terdakwa dengan
rasa keadilan dalam masyarakat. Diketahui bahwa dalam beberapa undang-undang
yang ada di Indonesia telah diatur mengenai ketentuan minimum khusus yang dapat
dijatuhkan terhadap terdakwa, artinya bahwa dalam undang-undang tersebut telah
mengatur secara limitatif terkait batasan minimum pemidanaan yang dapat dijatuhi
hakim kepada terdakwa.’

Dalam kenyataannya terdapat beberapa putusan hakim yang menjatuhkan
pemidanaan dibawah batas minimum yang diatur dalam undang-undang seperti
dalam perkara tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024 /PN
Lsm, terdakwa Suryanto Bin Sampirno dinyatakan secara sah dan meyakinkan
bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika karena tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk
tanaman, dan dijatuhi pidana penjara selama dua tahun tanpa denda. Meskipun
jaksa menuntut dengan dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat
(1), hakim memutuskan menggunakan pasal yang kedua dengan vonis di bawah
batas minimum khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga
menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan praktisi hukum, akademisi,

dan masyarakat.

8 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2003,
hlm.137.

9 Raudah Muliana Sari Siregar, Zulfan, dan Herinawati, Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Di
Bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor:
247 /Pid.Sus/2022 /Pn Tbt), Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VII,
No.2, 2024, hlm.2.
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2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer yaitu Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Putusan Nomor
59/Pid.Sus/2024 /PN Lsm. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
dokumen (studi pustaka), sementara analisis bahan hukum dilakukan secara

kualitatif dengan penyajian deskriptif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Penerapan Hukum Terkait Sanksi Pemidanaan Dibawah Batas

Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024 /PN Lsm.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius
dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah
maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkotika dilakukan oleh
perorangan saja melainkan dilakukan oleh kelompok atau sindikat manusia yang
terorganisir dan sudah berpengalaman menjalankan transaksi dengan
menggunakankecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam
melajukan transaksi secara regional maupun nasional.19

Menurut Muladi, dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak
pidana tertentu merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecenderungan internasional.
Kecenderungan internasional tersebut yaitu sebagai berikut:11

1. Kecenderungan untuk mencari sanksi alternatif dari pidana kemerdekaan
(Alternative Sanction);

2. Dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu;

3. Diaturnya sistem pidana kumulatif untuk tindak pidana tertentu;

10 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan
Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.33.

11 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm.15.
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4. Polarisasi pidana mati;

5. Dikembangkannya pidana terhadap korporasi;

6. Penggunaan sistem dua jalur (Double track system);

7. Pengaturan secara khusus sistem pidana anak.

Lebih lanjut Muladi menjelaskan bahwa dikembangkannya sanksi minimum
khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas
pidana (disparity of sentencing) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang
bersangkutan.'? Pendapat ini sama halnya dengan yang di sampaikan oleh Barda
Nawawi Arief yang mengatakan bahwa:

“Perlunya minimal khusus ini dapat diarasakan dari keresahan masyarakat

atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini

dijatuhkan dalam praktek terutama pidana yang tidak jauh berbeda antar
pelaku tindak pidana kelas kakap dengan pelaku tindak pidana kelas teri.”13

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan

kekuasaan kehakiman dalam mengadili perkara yang sedang dihadapi. Pasal 1 ayat

(5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa:
“Hakim adalah hakim Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam

lingkungan peradilan tersebut”.14

Sedangkan Pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) menyebutkan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.’> Berdasarkan hal tersebut,
dapat disimpulkan bahwa hakim adalah pejabat negara dalam lingkungan paradilan

yang memiliki kewenangan untuk mengadili setiap perkara yang diajukan

kepadanya. Hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya

12 Ibid, hlm. 156.

13 Barda Nawawi Arief, Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru,
Masalah-Masalah Hukum No. Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang, 1987, him.84.

14 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 1 Ayat 5.

15 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat 8.
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sebagaimana yang telah diatur dalam Perundang-Undangan dalam melaksanakan
kekuasaan kehakiman.

Hakim memiliki beberapa tugas dan kewenangan dalam menjalankan
kewajibannya. Beberapa tugas dan wewenang hakim berdasarkan Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

a. Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum
dengan tidak membeda-bedakan orang”. Pasal ini menganut asas kesamaan
yang menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di
dalam hukum (equality before the law), setiap orang harus diperlakukan sama.
Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula similia similibus.

b. Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.” 16

c. Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa
dan mengadilinya.”

Apabila hukum atau undang-undangnya tidak ada maupun kurang jelas,
maka hakim harus melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Hal tersebut telah
tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum
terhadap pasal dalam Undang-undang yang digunakan apabila isi pasal yang
digunakan tidak jelas atau kurang lengkap. Namun penafsiran secara analogis di
dalam hukum pidana adalah terlarang sejauh ia membuat suatu rumusan delik itu
menjadi diperluas.’” Penafsiran secara analogi diizinkan apabila digunakan untuk
mengisi kekosongan-kekosongan yang terdapat di dalam Undang-Undang, karena
belum diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut. Penafsiran secara analogi

dibatasi sebagai suatu pengecualian terhadap isi Pasal 1 ayat (1) KUHP selama tidak

memperluas ketentuan tersebut sampai keluar dari rumusan yang ada.

16 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 46.

17 P, A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung,
1983, him. 1.
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Dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Hal
ini mengartikan bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia
mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang
mempunyai kesalahan bila mana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari
segi sculd kemasyarakatan ia dapat dicela akibat perbuatannya.!® Aspek kesalahan
(sculd) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam menentukan
dapat dipidananya pembuat (culpabilitas). Kesalahan diartikan secara luas meliputi
kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, dan tiada alasan pemaaf.1®

Berkaitan dengan penjatuhan pidana minimum khusus dengan tujuan
pemidanaan memiliki korelasi yang erat, dimana pemidanaan merupakan bagian
aspek terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak proses
mempertanggungjawabkan seseorang yang bersalah, sebagaimana menurut Chairul
Huda yang dikutip Johari dalam bukunya menerangkan bahwa hukum pidana tanpa
pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti
terhadap kesalahannya tersebut.?? Pemidanaan dapat diartikan secara luas sebagai
sistem pemidanaan yang mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan
yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan
secara konkret shingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.?!

Terdakwa dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/Pn Lsm didakwa dengan
dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) dan kedua Pasal 111 ayat (1)
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta
hukum yang terungkap di persidangan dan penilaian majelis hakim dalam putusan

judex facti menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 111 ayat (1)

18 Jbid, hlm.95.

19 Jbid, hlm.95.

20 Johari, Reorientasi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan, CV. Sefa Bumi
Persada, Lhokseumawe, 2019, him.70-71.

21 Jbid, hlm.71.
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Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun unsurnya, yakni:

1) Setiap orang;

2) Tanpa hak atau melawan hukum;

3) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan
narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Dengan terpenuhinya wunsur tersebut, maka terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis hakim dalam putusan nomor
59/Pid.Sus/2024/PN Lsm menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum
menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika
golongan I dalam bentuk tanaman, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan tanpa denda.

Majelis hakim pada putusan nomor 59/Pid.Sus/2024 /PN Lsm menafsirkan
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan meskipun terdakwa terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan jaksa penuntut umum Pasal 111
ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun majelis
hakim menilai bahwa terdakwa lebih patut dan adil untuk diterapkan ketentuan
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Adapun pedoman hakim dalam menympangi batas minimum khusus
dalam perkara tindak pidana narkotika yaitu dengan berpedoman pada Surat
Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (Selanjutnya disebut SEMA
Nomor 3 Tahun 2015) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan, khusus pada bagian narkotika, menjelaskan bahwa:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat
dakwaan jaksa penuntu umum (Pasal 182 ayat (3), dan ayat (4) KUHAP. Jaksa
mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika. Namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap
dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti
sebagai pemakai dan jumlahnya relatih kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetap
dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan pertimbangan yang
cukup”.
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Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang mengakomodir penjatuhan
putusan dibawah batas minimum khusus mengisyaratkan, apabila hakim
menggunakan SEMA tersebut haruslah dapat “membuat pertimbangan yang cukup”.
Adapun pertimbangan yang cukup tersebut ialah:

1). Hakim memutus harus berdasarkan Pasal 182 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4)
KUHAP;

2). Ketentuan pasal yang didakwakan dan pasal yang terbukti di persidangan;

3). Jumlah barang relative kecil;

4). Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Narkorika.??

Berdasarkan hasil analisis penulis pada putusan nomor 59/Pid.Sus.2024 /PN
Lsm, majelis hakim dalam Putusan tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum.
Dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak terdapat bukti yang
kuat yang menyatakan terdakwa adalah pengguna/pemakai narkotika, hal ini dapat
dibuktikan apabila jaksa penuntut umum melakukan tes urine terhadap terdakwa
namun berdasarkan fakta di persidangan tidak dilakukan. Kemudian terhadap
barang bukti relatif kecil sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidaklah relevan
dengan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yakni dengan berat 6,32 gram.

Berdasarkan urain tersebut penulis dalam hal ini berpendapat, Hakim dalam
Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024 /PN Lsm seharusnya apabila menafsirkan Pasal
111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak tepat
dan adil dijatuhkan kepada terdakwa maka seharusnya hakim memberikan putusan
bebas kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang
menentukan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di
sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus
bebas”. Sedangkan apabila unsur-unsur dalam dakwaan telah terbukti maka hakim
seharusnya memutus terdakwa dengan pidana sesuai perbuatannya dan sesuai
dengan ketentuan batas minimum dan maksimum khusus yang diatur didalam

undang-undang Narkotika, bukan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung

22 Samuel Saut Martuas Samosir, Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Dalam Pembuatan
Putusan Pidana Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika, Jurnal Hukum HUKMY, Vol.2, No. 2, Oktober
2022, hlm.145-147
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(selanjutnya disebut SEMA). Hal ini dikarenakan pada dasarnya SEMA tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang. 23

SEMA hanya merupakan peraturan kebijakan yang pembentukannya
didasarkan pada asas freies ermessen (kebebasan bertindak) untuk mengisi
kelemahan, ketidaklengkapan, dan kekosongan hukum dalam penerapan asas
legalitas, sehingga secara konseptual tidak bisa digunakan untuk melakukan
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.?* Apabila terjadi
disharmoni hukum antara SEMA yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, maka melalui pendekatan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan
hukum yang lebih rendah (Lex Superior Derogate Lex Inferior) yang menyatakan
bahwa peraturan yang lebih tinggi tersebut mengesampingkan peraturan yang lebih
rendah yakni SEMA.

Melalui uraian tersebut diatas, maka penerapan hukum terkait sanksi
pemidanaan dibawah batas minimum khusus tersebut telah bertentangan dengan
kepastian hukum yang merupakan tuntutan utama dalam hukum. Adanya kepastian
hukum merupakan ciri utama yang tidak dapat dipindahkan dari hukum terutama
bagi hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian dapat
mengakibatkan kehilangan arah dan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman
atau landasan.

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Putusan Pemidanaan
Dibawah Batas Minimum Khusus Dalam Putusan Nomor
59/Pid.Sus/2024 /PN Lsm
Hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, memegang peran sentral

sebagai pemutus perkara berdasarkan prinsip independensi dan imparsialitas.2>
Setelah seluruh proses persidangan berjalan yang terdiri dari pembacaan dakwaan,

pemeriksaan saksi dan terdakwa, penyampaian alat bukti, tuntutan jaksa penuntut

23 Muhammad Ridha Al Fasil, dkk, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Dalam Perspekstif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap
Putusan Hakim, Jurnal Ursah, Vol. 4 No. 2, 2023, STAI Muhammadiyah Probolinggo.

24 Riki Yuniagara, Penggunaan Sema Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan
Kemabali: Kajian Putusan Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016, Jurnal Yudisial, Vol 13, No. 2, Jakarta, 2020,
hlm.22

25 Kadri Husin, dan Budi Rizki Husin. Sistem peradilan pidana di Indonesia. Sinar Grafika,
Jakarta, 2022, hlm. 6.
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umum, pembelaan penasihat hukum, dan replik maupun duplik maka hakim
memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjatuhkan putusan.?6 Putusan
tersebut harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan
hukum bagi semua pihak yang terlibat, terutama terdakwa, korban (jika ada), dan
masyarakat secara luas.?”

Pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana merupakan proses
intelektual dan yuridis yang kompleks. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan
secara sewenang-wenang. Sebaliknya, hakim wajib menyandarkan keputusannya
pada fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan serta
mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi substansi keadilan
dalam perkara pidana yang sedang ditangani.?8

Secara umum, terdapat dua kategori utama pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan pidana, yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan pada fakta-
fakta hukum yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.?? Dalam putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024 /PN
Lsm adapun pertimbangan hakim secara yuridis adalah sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada putusan nomor 59/Pi.Sus/2024/PN Lsm, terdakwa Suryanto Bin
Sampirno didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu pertama Pasal 114
ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Atau Kedua
Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Van

Bemmelen mengatakan bahwa dalam jenis dakwaan alternatif sesungguhnya maka

26 Joko Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, kepel Press, Jakarta,
2020, him. 12.

27 Jbid, hlm. 13.

28 Vinna Apriska Putri Siregar, dan Andry Syafrizal Tanjung, Persepsi Hakim Pengadilan
Tinggi Medan terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan, Juris Sinergi Journal, Vol. 1,
No. 2, 2024, hlm. 73-82.

29 Nurhafifah, dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal
Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 2, 2015, hlm.
341-362.
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tiap dakwaan saling mengecualikan sehingga hakim dapat memilih dakwaan mana
yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah
terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.3?
b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang
terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia
ketahui sendiri dan alami sendiri. Dalam putusan nomor 59/Pid.Sus/2024 /PN Lsm,
terdakwa Suryanto Bin Sampirno mengaku bahwa kepemilikan ganja yang
ditemukan saat dilakukan penangkapan adalah ia peroleh dengan cara dibeli dari
Min Becak dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) buah
paket dengan berat netto 6,32 gram dan terdakwa mengaku bahwasannya
narkotika jenis ganja tersebut dibeli untuk ia gunakan sendiri.
c. Keterangan Saksi

Berdasarkan putusan nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm, Jaksa penuntut
umum mengajukan saksi-saksi yangg terdiri dari 2 (dua) orang saksi yaitu
Muhammad Fajar Bahri dan saksi Aprirur Rajab, S.H. selaku petugas kepolisian.
Dalam keterangannya dipersidangan kedua saksi menjelaskan bahwa sebelumnya
saksi mendapatkan informasi dari masayrakat setempat bahwa terdakwa sering
melakukan penyalahguna narkotika jenis ganja, dan saat dilakukan penangkapan
ditemuka barang bukti 2 (dua) buah paket narkotika jenis ganja dengan berat netto
6,32 gram dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis ganja yg di
dapat tersebut adalah benar milik terdakwa yang ia peroleh dengan cara membeli
dari saudara min becak.
d. Barang-Barang Bukti

Berdasarkan putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm, terdapat barang
bukti berupa 2 (dua) buah paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis

ganja dengan berat netto 6,32 gram, 2 (dua) lembar kertas warna putih untuk

30 Gatot Supromono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, Djamban,
Jakarta 1991, hlm.59-60.
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membungkus narkotika jenis ganja, 1 (Satu) bungkus kotak rokok Magnum warna
hitam untuk menyimpan narkotika jenis ganja.
e. Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Terhadap segala bentuk dan jenis kualifikasi terhadap kejahatan narkotika
telah diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang
diatur mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Terdakwa dalam putusan
nomor 59/Pi.Sus/2024/PN Lsm terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Melalui pertimbangan yuridis ini, hakim memastikan bahwa seluruh unsur
tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
Sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), yaitu bahwa seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana
apabila hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah
berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang.3!

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis merujuk pada aspek-aspek di luar hukum tertulis
yang tetap memiliki nilai penting dalam menegakkan keadilan substantif.32 Dalam
Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm adapun pertimbangan hakim secara
Non-Yuridis, yaitu:

a. Profil Sosial dan Psikologis Terdakwa

Terdakwa Suryanto bin Sampirno merupakan seorang laki-laki berusia 40
tahun, wiraswasta, tinggal di Lhokseumawe. Dari fakta persidangan, terdakwa
mengakui bahwa ganja yang ia beli digunakan untuk dirinya sendiri, dengan maksud
agar merasa lebih tenang dan mudah tidur. Tindakan ini tidak mencerminkan motif

untuk memperoleh keuntungan finansial atau untuk menyebarluaskan narkotika

31 Dewiana, Yusrizal Hasbi, dan Ferdy Saputra. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus
Perkara Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying”. Jurnal IImiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Malikussaleh, Vol. VII, No. 2, 2024, him.20.

3z Siti Syafa Az Zanubiya, dan Marjan Miharja. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus
Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 2,2023, hlm.
277-287.
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dalam skala besar. Justru, terdakwa tampak sebagai korban dari ketidakstabilan
psikologis dan tekanan hidup, yang menyalahgunakan ganja untuk alasan pribadi,
bukan komersial.
b. Respons dan Penyesalan dari Terdakwa

Fakta bahwa terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya, dan
memohon keringanan hukuman menunjukkan adanya kesadaran moral. Hal ini
menandakan bahwa terdakwa tidak menutup diri terhadap norma hukum, dan
justru terbuka terhadap pembinaan. Ia juga hadir di persidangan dengan penasihat
hukum, memperlihatkan sikap kooperatif selama proses peradilan berlangsung.
Pertimbangan non-yuridis dari sisi psikologis menunjukkan bahwa rasa bersalah
terdakwa berfungsi sebagai modal bagi proses pemulihan moral dan sosialnya.
c. Keadaan Keluarga dan Sosial Terdakwa

Penasihat hukum dalam pembelaan, menyampaikan bahwa terdakwa

memiliki keluarga yang bergantung padanya. Hal ini menjadi pertimbangan non-
yuridis yang esensial. Dalam banyak literatur hukum pidana, penghukuman harus
mempertimbangkan implikasi sosial terhadap pihak ketiga, khususnya anak dan
istri yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Pemidanaan berat terhadap terdakwa
akan memperparah kondisi sosial keluarga, bahkan membuka potensi terjadinya
kejahatan turunan akibat ketiadaan penopang ekonomi rumah tangga.
d. Aspek Preventif dan Rehabilitatif dalam Pemidanaan

Terdapat tiga teori besar dalam perspektif ilmu pemidanaan, yakni teori
absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan dan rehabilitasi) dan teori
gabungan. Dalam perkara ini, pendekatan yang dipilih hakim lebih condong kepada
teori relatif, dengan menekankan unsur pencegahan dan perbaikan perilaku
terdakwa. Pemidanaan di bawah minimum khusus yang dijatuhkan hakim bukan
merupakan bentuk pelemahan terhadap sistem peradilan narkotika, tetapi justru
bentuk kepekaan terhadap model pemidanaan yang manusiawi dan mendidik.
e. Keberadaan Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum dari Lembaga

Bantuan Hukum (LBH), yang menunjukkan bahwa ia bukan individu dengan akses
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luas terhadap keadilan dan sumber daya hukum. Hal ini memperkuat dalil bahwa

pemidanaan berat akan menjadi beban struktural terhadap kelompok rentan dalam

masyarakat. Pendampingan dari LBH juga turut menjadi argumen bahwa perkara
ini telah dijalankan sesuai prinsip fair trial, dan bahwa terdakwa mendapatkan
haknya untuk membela diri.

Berdasarkan hasil analisis penulis pertimbangan hakim dalam pemberian
putusan pemidanaan dibawah batas minimum khusus dalam putusan nomor
59/Pid.Sus/2024 /PN Lsm, cenderung pada pertimbangan yang bersifat non yuridis
tanpa mengenyampingkan pertimbangan yang bersifat yuridis.

Hakim dalam pertimbangannya menerapkan asas individualisasi
pemidanaan, yaitu bahwa setiap putusan harus mempertimbangkan kepribadian,
motif, kondisi sosial, dan latar belakang terdakwa, untuk menjamin keadilan
substantif. Dalam hal ini, pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi
juga untuk merehabilitasi dan mendidik terdakwa. Meski undang-undang
menetapkan batas minimum khusus, namun secara yuridis Mahkamah Agung telah
membuka ruang untuk diskresi hakim melalui:

1). Sema No. 3 Tahun 2015 yang memberikan ruang pertimbangan pemidanaan
dengan pendekatan kemanfaatan, khususnya pada perkara yang memiliki aspek
kemanusiaan atau rehabilitatif.

2). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIII/2015 yang menyatakan
bahwa batas minimum pidana tidak boleh menghalangi hakim untuk
mempertimbangkan keadilan yang hidup di masyarakat.

Hakim dalam perkara a quo mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif
dengan melihat terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri
sendiri (self-user), yang secara kriminologis dikategorikan sebagai victimless crime.
Pendekatan seperti ini selaras dengan prinsip restorative justice yang bertujuan

tidak semata-mata menghukum, tetapi juga merehabilitasi pelaku.
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4. KESIMPULAN

Dalam perkara tindak pidana narkotika, penerapan sanksi pidana di bawah
batas minimum khusus mencerminkan ruang diskresi hakim dalam menjatuhkan
putusan, meskipun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi
oleh ketentuan hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024 /PN Lsm, hakim memutus berdasarkan surat
dakwaan, namun menyimpangi ketentuan batas minimum khusus dengan disertai
pertimbangan yang memadai, mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi
Pengadilan. Adapun Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan
dibawah batas minimum khusus didasarkan pada perrtimbangan yuridis dan non
yuridis, di mana dalam perkara ini, pertimbangan hakim lebih menitikberatkan
pada pertimbangan non yuridis dengan menerapkan asas individualitas
pemidanaan. Asas ini mengharuskan pertimbangan terhadap kepribadian, motif,
kondisi sosial, dan latar belakang terdakwa, guna menjamin tercapainya keadilan
substantif yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya

rehabilitasi dan pendidikan bagi terdakwa.
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